
 

 

 

 

 

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR  04  TAHUN 2014 
 

TENTANG 

 

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  

TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

Menimbang  : a.  bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah 

dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan 

pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah dengan persetujuan DPRD; 

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a sebagai penghargaan atas kinerja 

pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Gorontalo; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

Gorontalo tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun  Anggaran 2014; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 4060); 

 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 4263); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

 

 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5258); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);  

14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16). 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA 

DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN  ANGGARAN 2014 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD 

adalah penghargaan berupa tambahan penghasilan yang 

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri 

Sipil atas kinerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan 

motivasi kerja. 

2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS dan 

CPNS Pemerintah Provinsi Gorontalo dan PNS Pusat yang 

dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi 

Gorontalo. 

3. PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah PNS dan CPNS yang 

gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dan bekerja pada pemerintah Provinsi Gorontalo. 

4. PNS Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada              

anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi 

Gorontalo. 



5. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur 

untuk  menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

6. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh 

Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan. 

7. Pemangku Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut 

Staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil 

yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah 

perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

9. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai 

tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 bulan berkenaan. 

10. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan atau 

jabatan 

 

BAB II 

PENERIMA TKD  

Pasal 2 

(1) Penerima TKD adalah PNS dan Calon PNS. 

(2) PNS penerima TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bekerja pada instansi 

Pemerintah Provinsi Gorontalo; 

b. PNS pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi 

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. 

(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 

TKD setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun. 

(4) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TKD 

setelah bertugas minimal 1 (satu) tahun, kecuali menduduki 

jabatan struktural/fungsional tertentu. 

(5) PNS Provinsi yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan 

TKD berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo. 
 

 

BAB III 

KINERJA 

Pasal 3 

Kinerja yang dinilai berdasarkan atas kinerja yang dicapai dalam satu 

masa penilaian dan bobot pekerjaan. 



Pasal 4 

(1) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk jabatan 

fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu, terdiri dari 

indikator sebagai berikut: 

a. Disiplin : 30% 

b. Tanggungjawab  : 20% 

c. Kerjasama : 15% 

d. Inovasi :  5% 

e. Produktifitas :  30% 

(2) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk jabatan 

struktural, terdiri dari indikator sebagai berikut: 

a. Disiplin : 20% 

b. Tanggungjawab  :  20% 

c. Kepemimpinan :  20% 

d. Inovasi : 10% 

e. Produktifitas :  30% 

(3) Penilaian kinerja untuk masing-masing indikator sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut: 

a. Sangat Baik : 90 - 100 

b. Baik : 80 - 89 

c. Cukup Baik :  70 - 79 

d. Kurang Baik :  60 - 69 

e. Tidak Baik :  50 - 59 

(4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan ini 

 

Pasal 5 

(1) Bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Uraian Tugas; 

b. Resiko;   

c. Jumlah Anggaran; 

d. Volume Pekerjaan. 

(2) Bobot pekerjaan untuk jabatan struktural, jabatan fungsional 

umum dan jabatan fungsional tertentu di masing-masing SKPD 

terdapat pada Lampiran II Peraturan ini 

       

Pasal 6 

(1) Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kinerja adalah kinerja 

yang dicapai dalam Pasal 4 dikalikan dengan bobot pekerjaan 

dalam Pasal 5 dibagi 100. 



(2) Perhitungan nilai kinerja masing-masing jabatan terdapat pada 

Lampiran III  Peraturan ini. 

 

Pasal 7 

(1) Penilaian kinerja penerima TKD dilakukan oleh atasan langsung 

secara berjenjang. 

(2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

diverifikasi oleh pimpinan SKPD/Unit Kerja. 

 

BAB IV 

KATEGORI, BESARAN, DAN PERHITUNGAN  

Pasal 8 

TKD yang diberikan digolongkan dalam 3 (tiga) kategori: 

a. TKD Jabatan Struktural; 

b. TKD Jabatan Fungsional Tertentu; 

c. TKD Jabatan Fungsional Umum. 

 

Pasal 9 

(1) Dasar perhitungan TKD untuk pejabat struktural adalah sebagai 

berikut: 

a. Eselon I B  Rp. 17.500.000,-   

b. Eselon II A (Asisten) Rp.    9.500.000,-  

c. Eselon II A  Rp.    8.250.000,- 

d. Eselon II B  Rp.    6.250.000,-  

e. Eselon III A (Kepala Kantor/ 

 Sekretaris Badan/Dinas/ 

 Kabag Umum Sekretariat DPRD Rp. 4.000.000,-  

f. Eselon III A  Rp. 3.750.000,-   

g. Eselon III B  Rp.   3.100.000,-   

h. Eselon IV Rp.    2.600.000,- 

(2) Dasar perhitungan TKD untuk PNS Jabatan Fungsional Umum 

adalah Rp. 1.600.000,-. 

(3) Terhadap PNS yang bekerja di Kantor Perwakilan Jakarta 

ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dan Seksi 

Penghubung Makassar ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari 

tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Gubernur dapat menambahkan besaran TKD Jabatan Fungsional 

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PNS yang 

memiliki Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IVb keatas dengan 

Keputusan Gubernur. 

 

 

 



(5) Dasar perhitungan besaran TKD untuk Pejabat Fungsional 

Tertentu sebagaimana pada Lampiran IV Peraturan ini. 

 

Pasal 10 

Bagi PNS atau Calon PNS yang mengikuti Diklat Teknis atau Diklat 

Dalam Jabatan  diberikan TKD. 
 

Pasal 11 

(1) Besarnya TKD yang diterima setiap masa kinerja adalah Nilai 

Kinerja Pegawai (NKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

dikalikan dengan Dasar Perhitungan TKD untuk masing-masing 

penerima sebagaimana dalam Pasal 9. 

(2) Besarnya TKD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikurangi dengan PPh Pasal 21). 

(3) Setiap pembayaran TKD harus mencantumkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). 

(4) Perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdapat pada Lampiran V Peraturan ini. 

(5) Jumlah TKD yang dibayarkan untuk setiap SKPD dan 

perhitungannya terdapat pada Lampiran VI Peraturan ini. 

 

Pasal 12 

(1) TKD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

masing-masing SKPD. 

(2) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya 

setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar 

pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (5). 

(3) Pembayaran TKD untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan 

berkenaan. 

 

Pasal 13 

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris 

Daerah dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan 

TKD Tambahan. 

 

Pasal 14 

Tunjangan Kinerja Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 dibayarkan 

sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember. 
 



Pasal 15 

(1) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan pribadi selama 14 

(empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) masa kinerja atau 

mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar di luar 

Provinsi Gorontalo tidak memperoleh TKD. 

(2) PNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah                  

Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pengurangan dan atau tidak 

mendapatkan TKD dengan ketentuan sebagai berikut: 

a.  Hukuman Disiplin Ringan: 

1. sebesar 20% dari TKD 1 periode penilaian untuk hukuman 

disiplin ringan teguran lisan ; 

2. sebesar 30% dari TKD 1 periode penilaian untuk hukuman 

ringan tertulis; 

3. sebesar 50% dari TKD 1 periode penilaian untuk hukuman 

ringan pernyataan tidak puas secara tertulis. 

b.  Hukuman Disiplin Sedang: 

1.  sebesar 75% dari TKD 1 periode penilaian untuk hukuman 

sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) 

tahun; 

2. sebesar 100% dari TKD 1 periode penilaian untuk 

hukuman sedang penundaan kenaikan pangkat selama 1 

(satu) tahun;  

3. sebesar 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang penurunan 

pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

c.  Hukuman Disiplin Berat :  

1. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat penurunan 

pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

2. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat pemindahan 

dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 

3. sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman ringan pembebasan 

dalam jabatan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 

Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun  Anggaran 2013 (Berita Daerah 

Tahun 2013 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 



Pasal 17 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Gorontalo. 

 

 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal  15 Januari  2014   

 GUBERNUR  GORONTALO, 

  Ttd  

   RUSLI  HABIBIE 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 15 Januari    2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

Ttd  

WINARNI D. MONOARFA 

 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 04 
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